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ABSTRAK

Perpanjangan Masa Jabatan BPD yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8
tahun merupakan respon atas bertambahnya masa jabatan kepala desa, maka dari
itu penting dalam mengkaji apakah penambahan masa jabatan terhadap BPD ini
sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan serta peraturan yang ada. Berdasarkan
hal inilah peneliti hendak mengkaji permasalahan tersebut yang akan dirumuskan
menjadi 2 Rumusan Masalah yakni, Pertama adalah Bagaimana Analisis Yuridis
Perpanjangan Masa Jabatan BPD dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,
dan yang kedua adalah Bagaimana Analisis Perpanjangan Masa Jabatan BPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Figih Siyasah.

Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan metode
penelitian Yuridis normatif melalui pendekatan Perundang-undangan atau Statute
Approach, adapun untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik, Buku-buku dan
juga jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yang dikumpulkan dengan
metode Library Research yang kemudian dibentuk menjadi sistematis dan

dilanjutkan dengan menggunakan konsep Figih Siyasah.

Hasil dari penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa, yang pertama
adalah bahwa Perpanjangan Masa Jabatan terhadap BPD ini telah sesuai dengan
kebutuhan untuk “pengawasan ' terhadap “kinerja kepala ‘désa, sesuai dengan
ketentuan' dalam Naskah' Akademik Jang memberikan kesetaraan dalam
keududukan atau kesamaan. Yang kedua adalah Bahwa Perpanjangan Masa
jabatan terhadap BPD ini sejalan dengan konsep Figih Siyasah Dusturiyah tentang
Ahlu al Halli Wa al-Aqdi dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diperintahkan

dalam Al-Qur’an.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi
BPD untuk melaksanakan tugas dalam pengawasan dan menjalankan tugasnya

dengan maksimal agar penambahan masa jabatan yang diberikan maksimal.
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